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ABSTRAK

Nama . Ardita Fajar Pratiwi
NIM : 201810110311078
Judul :  Tanggungjawab Negara Atas Pemulihan Hak-Hak anak Pasca

Pidana Penjara
Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

Penegakan dan pemulihan terhadap hak-hak anak pasca terpidana penjara
harus mendapatkan perhatian, penegakan, serta pemulihan dengan tujuan untuk
mendapatkan kehidupan yang lebih baik tanpa adanya stigma negatif terhadap anak.
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji pengaturan terkait hak-hak dan
taggungjawab anak pasca pidana penjara menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Metode penelitian menggunakan metode
penelitian hukum normatif (normatif legal Reseach) dengan pendekatan undang-
undang (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya berdasarkan
pada UU SPPA vyang telah mengatur terkait hak-hak kepada anak pasca pidana
penjara, yakni memperoleh Pemulihan dari Negara sebagaimana yang disebut dalam
pasal 3 UU SPPA, mendapatkan perlindungan khusus yakni dari kekerasan dan
eksploitasi sebagaimana yang diatur dalam pasl 5 dan 15, bdan erhak mendapatkan
status anak sipil biasa serta memiliki hak secara otomatis kembali kepada
keluarganya yang juga diatur dalam pasal 18 UU SPPA. Negara yang memiliki
tanggung jawab atas pemulihan hak-hak anak pasca terpidana penjara hanya diatur
dalam UUD, UU HAM, UU SPPA, Hingga UU Perlindungan anak, yang mana
regulasi tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan dan mengatur hak anak pasca
pidana penjara. Tidak diaturnya hak anak pasca pidana penjara dalam perundang-
undangan secara filosofis dikarenakan hak anak pasca keluar dari penjara harus
dipandang equal atau setara. Sehingga dalam hal ini pemerintah seharusnya
melaksanakan sosialasi mengenai hak-hak anak terutama pemenuhan atas hak anak
pasca terpidana penjara dengan tujuan menjaga psikologis anak dan terhindar dari
perlakuan diskriminasi dan kekerasan di tengah masyarakat Pasca Pidana Penjara.

Kata Kunci: Tanggungjawab Negara, Hak Anak, Pascapidana
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ABSTRACT

Name . Ardita Fajar Pratiwi
NIM :  201810110311078
Title : Tanggungjawab Negara Atas Pemulihan Hak-Hak anak Pasca

Pidana Penjara
Advisor : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

Enforcement and recovery of children's rights after imprisonment must
receive attention, enforcement, and recovery with the aim of getting a better life
without negative stigma against children. This study aims to determine and examine
the arrangements related to the rights and responsibilities of children after
imprisonment according to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile
Criminal Justice System (SPPA). The research method uses normative legal research
with a statutory approach. The results showed that based on the SPPA Law which
has regulated the rights of children after imprisonment, namely obtaining recovery
from the State as referred to in article 3 of the SPPA Law, getting special protection
from violence and exploitation as regulated in articles 5 and 15, and the right to get
the status of ordinary civilian children and have the right to automatically return to
their families which is also regulated in article 18 of the SPPA Law. The state that
has the responsibility to restore the rights of children after imprisonment is only
regulated in the Constitution, Human Rights Law, SPPA Law, up to the Child
Protection Law, which these regulations do not explicitly explain and regulate the
rights of children after imprisonment. The non-regulation of children's rights after
imprisonment in legislation is philosophically due to the fact that children's rights
after being released from prison must be considered equal. In this case, the
government should carry out socialization about children's rights, especially the
fulfillment of children's rights after imprisonment, with the aim of maintaining
children's psychology and avoiding discrimination and violence in the community
after imprisonment.

Keywords: State Responsibility, Children's Rights, Post-Criminal
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